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DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : KEP-03/P)./1995
TENTANG
PENGHITUNGAN BESARNYA PAJAK PENGHASILAN PASAL 25
DALAM HAL-HAL TERTENTU
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang

a. bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (6) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, Direktur Jenderal
Pajak berwenang untuk menetapkan penghitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun
berjalan dalam hal-hal tertentu;

b. bahwa besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh
Wajib Pajak sedapat mungkin lebih mendekati keadaan yang sebenarnya;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan
penghitungan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 dalam hal-hal tertentu, dengan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
(Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3566);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun
1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang Perubahan atas Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 93,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3459) dan dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun
1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991
(Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3567);

MEMUTUSKAN:

Sumber: RRTC — Reza Rizky Tax Consulting, https://rrtc.id/peraturan/kep-03pj1995-penghitungan-besarnya-pajak-penghasilan-pasal-25-dalam-hal-hal-terten
KEP-03/PJ./1995 1 rrtc.id/peraturan


https://rrtc.id/peraturan/kep-03pj1995-penghitungan-besarnya-pajak-penghasilan-pasal-25-dalam-hal-hal-tertentu
https://rrtc.id/contact?lapor=salah-ketik&dok=kep-03pj1995-penghitungan-besarnya-pajak-penghasilan-pasal-25-dalam-hal-hal-tertentu
https://rrtc.id/peraturan/kep-03pj1995-penghitungan-besarnya-pajak-penghasilan-pasal-25-dalam-hal-hal-tertentu
https://rrtc.id/peraturan/kep-03pj1995-penghitungan-besarnya-pajak-penghasilan-pasal-25-dalam-hal-hal-tertentu

Dipublikasikan ulang oleh RRTC — Reza Rizky Tax Consulting.

Baca di rrtc.id - Menemukan salah ketik? Laporkan di sini.

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENGHITUNGAN
BESARNYA PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DALAM HAL-HAL TERTENTU

Pasal 1
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

a. Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah angsuran Pajak Penghasilan dalam tahun pajak berjalan
yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994,

b. Hal-hal tertentu adalah :

1) Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian;
2) Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur;

3) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun yang lalu disampaikan setelah lewat
batas waktu yang ditentukan;

4) Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan
Tahunan Pajak Penghasilan;

5) Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang
mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan;

6) Terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak.

c. Penghasilan yang diterima dan diperoleh secara teratur adalah penghasilan yang berasal
dari kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas dan/atau pekerjaan dan/atau modal kecuali
keuntungan dari pengalihan harta.

Pasal 2

(1) Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 dalam hal Wajib Pajak berhak atas kompensasi
kerugian adalah sebesar Pajak Penghasilan yang dihitung dengan dasar penghitungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3) dikurangi dengan Pajak Penghasilan
yang dipotong dan/atau dipungut serta Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di
luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal
23, dan Pasal 24 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya
bulan dalam bagian tahun pajak.

(2) Dasar Penghitungan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal
terdapat sisa kerugian yang belum dikompensasi adalah Pajak Penghasilan yang dihitung
atas dasar penghasilan neto dikurangi dengan jumlah sisa kerugian yang belum
dikompensasi tersebut.

(3) Dasar penghitungan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah
tahun pelaksanaan kompensasi kerugian berakhir, adalah Pajak Penghasilan yang dihitung
atas dasar penghasilan neto tanpa memperhatikan kompensasi kerugian tersebut.

(4) Penghasilan neto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah penghasilan
neto yang diterima atau diperoleh menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan tahun pajak yang lalu, kecuali apabila penghasilan neto yang diterima atau
diperoleh menurut surat ketetapan pajak untuk 2 (dua) tahun pajak sebelum tahun Surat
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Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tersebut lebih besar.

Pasal 3

(1) Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 dalam hal Wajib Pajak memperoleh penghasilan
tidak teratur adalah sebesar Pajak Penghasilan yang dihitung dengan dasar penghitungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikurangi dengan Pajak Penghasilan yang dipotong
dan/atau dipungut serta Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang
boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam
bagian tahun pajak.

(2) Dasar penghitungan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal
Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan tidak teratur adalah hanya
penghasilan neto yang diterima atau diperoleh secara teratur menurut Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu, kecuali apabila
penghasilan neto yang diterima atau diperoleh menurut surat ketetapan pajak tahun pajak
terakhir untuk 2 (dua) tahun pajak sebelum tahun Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan tersebut lebih besar.

Pasal 4

(1) Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan
tahun yang lalu setelah lewat batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3)
huruf b Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994, maka besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 mulai
bulan batas waktu tersebut sampai bulan disampaikannya Surat Pemberitahuan Tahunan
yang bersangkutan adalah sama dengan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 yang
dihitung berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994,

(2) Setelah Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan,
besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 dihitung kembali berdasarkan ketentuan dalam Pasal
25 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 atau berdasarkan ketentuan Pasal
2 atau Pasal 3 Keputusan ini dan berlaku mulai bulan batas waktu penyampaian Surat
Pemberitahuan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b
Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 9 Tahun 1994.

(3) Apabila besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih
besar dari Pajak Penghasilan Pasal 25 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka atas
kekurangan setoran Pajak Penghasilan Pasal 25 terutang bunga sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994, untuk jangka waktu yang dihitung sejak
jatuh tempo penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 25 dari masing-masing bulan sampai
dengan tanggal penyetoran.

Pasal 5

Sumber: RRTC — Reza Rizky Tax Consulting, https://rrtc.id/peraturan/kep-03pj1995-penghitungan-besarnya-pajak-penghasilan-pasal-25-dalam-hal-hal-terten
KEP-03/PJ./1995 3 rrtc.id/peraturan


https://rrtc.id/peraturan/kep-03pj1995-penghitungan-besarnya-pajak-penghasilan-pasal-25-dalam-hal-hal-tertentu
https://rrtc.id/contact?lapor=salah-ketik&dok=kep-03pj1995-penghitungan-besarnya-pajak-penghasilan-pasal-25-dalam-hal-hal-tertentu

Dipublikasikan ulang oleh RRTC — Reza Rizky Tax Consulting.

Baca di rrtc.id - Menemukan salah ketik? Laporkan di sini.

(1) Dalam hal Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4)
Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 9 Tahun 1994, maka besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 mulai bulan batas waktu
penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b Undang-undang tersebut sampai bulan disampaikannya
Surat Pemberitahuan Tahunan yang bersangkutan adalah sama dengan besarnya Pajak
Penghasilan Pasal 25 yang dihitung berdasarkan perhitungan sementara yang
disampaikan Wajib Pajak pada saat mengajukan permohonan ijin perpanjangan, kecuali
apabila besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 yang dihitung berdasarkan Pasal 25 ayat (2)
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, jumlahnya lebih besar.

(2) Setelah Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan,
besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 dihitung kembali berdasarkan ketentuan dalam Pasal
25 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 atau berdasarkan ketentuan Pasal
2 atau Pasal 3 Keputusan ini dan berlaku mulai bulan batas waktu penyampaian Surat
Pemberitahuan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b
Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 9 Tahun 1994.

(3) Apabila besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih
besar dari Pajak Penghasilan Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka atas
kekurangan setoran Pajak Penghasilan Pasal 25 terutang bunga sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994, untuk jangka waktu yang dihitung sejak
jatuh tempo penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 25 dari masing-masing bulan sampai
dengan tanggal penyetoran.

Pasal 6

(1) Apabila dalam tahun pajak berjalan Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dan besarnya Pajak
Penghasilan Pasal 25 yang dihitung berdasarkan pembetulan tersebut lebih besar dari
Pajak Penghasilan Pasal 25 dihitung kembali sebelum dilakukannya pembetulan, maka
besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 dihitung kembali berdasarkan pembetulan tersebut
dan berlaku mulai bulan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b Undang-undang Nomor 6 Tahun
1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994.

(2) Atas kekurangan setoran Pajak Penghasilan Pasal 25 terutang bunga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994, untuk jangka waktu yang
dihitung sejak jatuh tempo penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 25 dari masing-masing
bulan sampai dengan tanggal penyetoran.

Pasal 7

(1) Apabila sesudah 4 (empat) bulan atau lebih berjalannya suatu tahun pajak Wajib Pajak
dapat menunjukkan bahwa Pajak Penghasilan yang akan terutang untuk tahun pajak
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tersebut kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari Pajak Penghasilan yang terutang
yang menjadi dasar penghitungan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25, Wajib Pajak dapat
mengajukan permohonan pengurangan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 secara
tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

(2) Dalam pengajuan permohonan pengurangan Pajak Penghasilan Pasal 25 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak harus menyampaikan penghitungan besarnya Pajak
Penghasilan yang akan terutang berdasarkan perkiraan penghasilan yang akan diterima
atau diperoleh dan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk bulan-bulan yang tersisa
dari tahun pajak yang bersangkutan.

(3) Apabila dalam jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya dengan lengkap surat
permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor
Pelayanan Pajak tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengurangan tersebut
dianggap diterima dan Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal
25 sesuai dengan penghitungannya.

(4) Apabila dalam suatu tahun pajak Wajib Pajak mengalami peningkatan usaha dan
diperkirakan Pajak Penghasilan yang akan terutang untuk tahun pajak tersebut lebih dari
150% (seratus lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan yang terutang yang menjadi
dasar penghitungan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25, maka besarnya Pajak
Penghasilan Pasal 25 untuk bulan-bulan yang tersisa sampai dengan akhir tahun pajak
yang bersangkutan dihitung kembali berdasarkan Pajak Penghasilan yang diperkirakan
terutang tersebut.

Pasal 8
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 9 Januari 1995

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd,

FUAD BAWAZIER

NIP. 060041162

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Menteri Keuangan;

2. Sdr. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;

3. Sdr. Kepala Biro Hukum dan Humas, Departemen Keuangan;
4. Sdr. Sekretaris Ditjen Pajak/Para Direktur/Para Kapus di lingkungan DJP;
5. Para Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak;

6. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak;

7. Para Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak;
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8. Para Kepala Kantor Penyuluhan Pajak.

Teks ini adalah publikasi ulang oleh RRTC dari dokumen resmi (pajak.go.id) untuk kemudahan membaca.
Untuk kepentingan hukum, rujuk dokumen asli. © RRTC — https://rrtc.id
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